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RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN
TENTANG
PORNOGRAFI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa negara Indonesia adalahradgkum yang berdasarkan
Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai nhoretika,
akhlak mulia, dan kepribadian Iuhur bangsa, berintam
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati
kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, beshamzn
bernegara, serta melindungi harkat dan martab#&#psetarga
negara,
bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaaog et
semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang
mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarmatdsia;
bahwa peraturan perundang-undangan yang berkdi@gan
pornografi yang ada saat ini belum dapat memenebutihan
hukum serta perkembangan masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana slichalalam
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu membentuk Urdaimdang
tentang Pornografi;

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 B ayaPéaal 28 J ayat (2), dan Pasal
29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonediaima945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PORNOGRAFI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat olen manusia dalam
bentuk gambar, sketsa, ilustras, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar
bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau
bentuk pesan komunikas lain melalui berbagai bentuk media
komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat
membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai
kesusilaan dalam masyar akat.

2. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pahogang disediakan oleh orang
perseorangan atau korporasi melalui pertunjukamgsiamg, televisi kabel, televisi

teresterial, radio, telepon, internet, dan komusiikgektronik lainnya serta surat
kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya. 1
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3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau kerpbak yang berbadan hukum
maupun yang tidak berbadan hukum.

4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (aeteghas) tahun.

5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpeim Bfesiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Repofbnesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repimoldnesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atauk@Va] dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yanga NEsla, penghormatan terhadap
harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaansti@pdukum, nondiskriminasi, dan
perlindungan terhadap warga negara.

Pasal 3
Pengaturan pornografi bertujuan:

a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan mdstargang beretika,
berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-niléetuhanan Yang Maha Esa, serta
menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;

b. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap rdaradkhlak masyarakat;

c. memberikan kepastian hukum dan perlindungan baggavaegara, terutama bagi anak
dan perempuan dari pornografi; dan

d. mencegah berkembangnya pornografi dan komisesakeks di masyarakat.

BAB Il

LARANGAN DAN PEMBATASAN
(Perubahan Judul Bab tentang Larangan dan Pengatumsenjadi Bab Larangan dan
Pembatasan dimaksudkan untuk menyinkronkan Pasan2Pasal 3 mengenai asas dan
tujuan.)

Pasal 4
(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuatmpeebanyak, menggandakan,
menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspamenawarkan,
memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakamogeafi yang memuat:
. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang mengimpa
. kekerasan seksual;
. masturbasi atau onani;
. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan Rgtet@an; atau
. alat kelamin.
etiap orang dilarang menyediakan jasa poaiogang:
menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atauapitan yang mengesankan
ketelanjangan;
b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas sé&kataal
d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung omatidak langsung layanan
seksual.

a
b
C
d
e
@) S
a

Pasal 5
Setiap orang dilarang melibatkan anak sebagai diigk kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4.

Pasal 6
Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Catatan: 2
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"Mengunduh” disejajarkan dengan meminjamkan.

Pasal 7
Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan,
memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi
kewenangan oleh perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 7
Yang dimaksud dengan "yang diberi kewenangan aetngang-undangan” misalnya:
- Lembaga Sensor Film;
- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);
- Penegak hukum (antara lain penyidik, penuntut unhakim);
- Lembaga Pelayanan Kesehatan (rumah sakit, polklinimah terapi kesehatan
(seksual), dsb);
- Lembaga Pendidikan (antara lain pelajaran biolofgikultas kedokteran, akademi
keperawatan/kebidanan, dan kepustakaannya);

Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, mentaafgamemiliki, atau menyimpan
barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapaudakan di lembaga atau di tempat
pekerjaan/praktek yang bersangkutan.

Catatan:
Timsin menyusun penjelasan dari hasil pembahasammlis.

Pasal 8
Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilimdiyatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4.

Pasal 9
Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya
menjadi objek atau model yang mengandung muatan por nogr afi.

Pasal 10
Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebalg@k atau model yang mengandung
muatan pornografi.

Pasal 11
Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau dipertontonkan dalam
pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan,
eksploitas seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi
lainnya.

Penjelasan: Yang dimaksud dengan "pornografi laginynisalnya kekerasan seksyal
masturbasi atau onani.

Catatan:
Timsin menyesuaikan dengan rumusan Pasal 4 mengekaia pornografi lainnya.

Pasal 12
Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memdaat membiarkan,
menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak daaggumakan produk atau jasa
pornografi.

Catatan:
Ketentuan Pasal 12 disinkronkan dengan Pasal Stidg&rterjadiover lap.
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Pasal 13
(1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan gpafinojang memuatselain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajtabarkan peraturan perundang-
undangan.
(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaangpaiineebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dilakukan di tempat dan denganidaraus.

Penjelasan: Frasa "selain sebagaimana dimaksudnd@isal 4" dalam ketentuan ini
misalnya majalah yang memuat model yang berpakhikimi, baju renang, pakaian
olahraga pantai, yang digunakan sesuai denganksmytz.

Pasal 14
Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi_seksualitas dapat
dilakukan untuk:
a. tujuan dan kepentingan pertunjukan seni dan budaya;
b. kepentingan adat istiadat dan tradisi yang bersifat ritual;

Catatan:
Substans Pasal 14 tentang pendidikan dan kesehatan telah diakomodir
dalam penjelasan Pasal 7.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan " materi seksualitas' adalah materi seksualitas
yang tidak mengandung unsur yang dapat membangkitkan hasrat
seksual dan/atau tidak melanggar kesusilaan dalam masyarakat,
misalnya patung telanjang yang menggambarkan lingga dan yoni.

Pasal 15
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan
pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dan
produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan lembaga pendidikan
dan lembaga pelayanan kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB Il
PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 16
Setiap orang wajib melindungi anak dari pengarum@grafi dan mencegah akses anak
terhadap informasi pornografi.

Penjelasan:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah sedinigkinnpengaruh pornografi terhadap
anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terlaigah perlindungan terhadap anak
yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 TaR0d3 tentang Perlindungan
Anak.

Pasal 17

(1) Negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lemkeggamaan, keluarga, dan/atau
masyarakat wajib memberikan pembinaan, pendamping@ma pemulihan sosial,
kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yangjade korban atau pelaku
pornografi.

(2) Ketentuan mengenai pembinaan, pendampingan, senmilipan sosial, kesehatan
fisikk dan mental sebagaimana dimaksud pada ayatdidur dengan Peraturan
Pemerintah.

BAB IV 4
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PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah

Pasal 18
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukamceggahan pembuatan,
penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.
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Pasal 19

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksumimd#&asal 18, Pemerintah

berwenang:

a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan peryaban produk pornografi atau
jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornograflaleinternet;

b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyetarju dan penggunaan
pornografi; dan

c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berlpagak, baik dari dalam maupun
dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, parlyasan, dan penggunaan
pornografi.

Pasal 20

Untuk melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18, Pemerintah Daerah berwenang:

a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan
produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran
por nografi melalui internet di wilayahnya;

b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan
penggunaan por nogr afi di wilayahnya;

c. melakukan kerja sama dan koordinas dengan berbagai pihak dalam
pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornogr afi
di wilayahnya; dan

d. mengembangkan sistem komunikasi, informas, dan edukasi dalam
rangka pencegahan pornogr afi di wilayahnya.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 21
Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukacegahan terhadap pembuatan,
penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 22

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksam &asal 21 dapat dilakukan dengan

cara:

a. melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;

b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;

c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangary mengatur tentang

pornografi; dan

d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadapabdaa dampak pornografi.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (@) aulan huruf b dilaksanakan secara

bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturandagrgrundangan.

Pasal 23
Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaidiar@ksud dalam Pasal 22 ayat (1)
huruf a berhak mendapat perlindungan berdasarkatupan perundang-undangan.
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BAB V
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG EENGADILAN

Pasal 24
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidaewgauilan terhadap pelanggaran
pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undamgang Hukum Acara Pidana,
kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 25
Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam dgdandang tentang Hukum Acara
Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkaraaknudana meliputi tetapi tidak terbatas
pada:
a. barang yang memuat tulisan atau gambar dalam lbeetakan atau bukan cetakan,
baik elektronik, optik, atau bentuk penyimpanaradainnya; dan
b. data yang tersimpan dalam jaringan internet daraakomunikasi lainnya.

Pasal 26

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwemnanembuka akses, memeriksa, dan
membuat salinan data elektronik yang tersimpan nadalde komputer, jaringan
internet, media optik, serta bentuk penyimpanaa dkgktronik lainnya.

(2) Untuk kepentingan penyidikan, pemilik datanyimpan data, atau penyedia jasa
layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dam/at@mbuka data elektronik
yang diminta penyidik.

(3) Pemilik data, penyimpan data, atau penyedsa jéayanan elektronik setelah
menyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebaga dimaksud pada ayat (2)
berhak menerima tanda terima penyerahan atau badtma pembukaan data
elektronik dari penyidik.

Pasal 27
Penyidik membuat berita acara tentang tindakangséfp@na dimaksud dalam Pasal 26
dan mengirim turunan berita acara tersebut kepawailig data, penyimpan data, atau
penyedia jasa layanan komunikasi di tempat daselbert didapatkan.

Pasal 28
(1) Data elektronik yang ada hubungannya dengatkape yang sedang diperiksa
dilampirkan dalam berkas perkara.
(2) Data elektronik yang ada hubungannya dengakapeelyang sedang diperiksa dapat
dimusnahkan atau dihapus.
Catatan:
Yang ada hubungannya dengan perkara saja yandib&gaus atau dimusnahkan.

(3) Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pa&taua tingkat pemeriksaan dalam
proses peradilan wajib merahasiakan dengan surgiguiguh atas kekuatan sumpah
jabatan, baik isi maupun informasi data elektrogr@ikg dimusnahkan atau dihapus.

BAB VI
PEMUSNAHAN

Pasal 29
(1) Pemusnahan dilakukan terhadap produk pornidgaail penyitaan dan perampasan.

Catatan:
Frasa "penyitaan dan" dihapus untuk menyinkronlargdn KUHAP.

(2) Pemusnahan produk pornografi sebagaimana dudgbada ayat (1) dilakukan oleh
penuntut umum dengan membuat berita acara yangesgkiiurangnya memuat:

nama media cetak dan/atau media elektronik yangetaemluaskan pornografi;

nama, jenis, dan jumlah barang yang dimusnahkan;

hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; dan

keterangan mengenai pemilik atau yang menguasanamng dimusnahkag.

apop
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BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30
Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperkamyanggandakan, menyebar-
luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, meranvar memperjualbelikan,
menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaidiareksud dalam Pasal 4 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling singkatafuYg¢ahun dan paling lama 12 (dua
belas) tahun atau pidana denda paling sedikit REB0MO00,00 (lima ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliaraki

Pasal 31
Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi séibaga dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) dipidana dengan pidana penjara paling singkénam) bulan dan paling lama 6
(enam) tahun atau pidana denda paling se&ki250.000.000,00 (dua ratus lima puluh
juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000@@ (iliar rupiah).

Pasal 32
Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatbagsegmana dimaksud dalam Pasal 5
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2)(dahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun atau pidana denda paling sedikit R01000.000,00 (satu miliar lima ratus
juta rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000@@lt miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 33

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh p@aiegbagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling Krfempat) tahun atau pidana denda
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah

Pasal 34
Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontomkamanfaatkan, memiliki, atau
menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksddnddasal 7 dipidana dengan
pidana paling lama 6 (enam) tahun atau pidana dpaliiag banyak Rp3.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah).

Pasal 35
Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi p&husebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling airgjkdua) tahun dan paling lama 15
(lima belas) tahun atau pidana denda paling seRiit.000.000.000,00 (satu miliar lima
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp7.500.00@D (tujuh miliar lima ratus juta
rupiah).

Pasal 36
Setiap orang yang dengan sengaja atau atas passetlifinya menjadi objek atau model
yang mengandung muatan pornografi sebagaimana suidallalam Pasal 9 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)ntatau pidana denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 37
Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagakoajau model yang mengandung
muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam B@sd#ipidana dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama diza(belas) tahun atau pidana denda
paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus jutapiah) dan paling banyak
Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
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Pasal 38
Setiap orang yang mempertontonkan diri atau dipewttkan dalam pertunjukan atau di
muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, etagleeksual, persenggamaan, atau
yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana diuthlkdalam Pasal 11 dipidana
dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun pidana denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 39
Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkembiarkan, menyalahgunakan
kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakankpetdu jasa pornografi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana migngana penjara paling singkat 6
(enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun apadana denda paling sedikit
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiadan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Catatan:
Ketentuan Pasal 39 disinkronkan dengan Pasal 1Pdsal 5 agar tidak terjaoier lap.

Pasal 40
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 37,
dan Pasal 38 melibatkan anak dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 37, dan Pasal 38 ditambah 1/3
(sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 41

(1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukdehoatau atas nama suatu korporasi,
tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukanadayh korporasi dan/atau
pengurusnya.

(2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh kormdrapabila tindak pidana tersebut
dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hudrigerja maupun berdasarkan
hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korpotassebut, baik sendiri maupun
bersama-sama.

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadaptwusikorporasi, korporasi tersebut
diwakili oleh pengurus.

(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimamaakbud pada ayat (3) dapat
diwakili oleh orang lain.

(5) Hakim dapat memerintahkan pengurus Kkorporagpaya pengurus Korporasi
menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula mtadekan pengurus korporasi
supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadila

(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadappd@si, maka panggilan untuk
menghadap dan penyerahan surat panggilan terssmghikan kepada pengurus di
tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurdsabtor.

(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadapddasi hanya pidana denda dengan
ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dadapa denda yang ditentukan
dalam setiap pasal dalam Bab ini.

Pasal 42
Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalaml Rasayat (7), korporasi dapat
dikenakan pidana tambahan berupa:
pembekuan izin usaha;
pencabutan izin usaha;
perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
pencabutan status badan hukum;
pemecatan pengurus; dan
pelarangan kepada pengurus untuk mendirikan kospal@am bidang usaha yang
sama.

~PQo0 Ty
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BAB VIii
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu)
bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornogr afi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan
sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk
dimusnahkan.

Catatan:
Usul dari Timsin, sebagai konsekuensi adanya lamangemiliki pornografi

Pasal 44
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semuayyan perundang-undangan yang
mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana paafioglinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang i

Pasal 45
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal dimg#an.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan yretesngan Undang-Undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Repdikesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR
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PENJELASAN
ATAS

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN

TENTANG
PORNOGRAFI

Globalisasi, asusila dan tindak pencabulan dimasdkéam penjelasan umum.
2. Tap MPR VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Bexpsa; dan UU terkait. Jiwa dan
semangatnya masuk dalam PP

.  UMUM

Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hulgangy berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Repufdignésia Tahun 1945 dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlakulia, dan kepribadian luhur bangsa,
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esaghnemati kebhinekaan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegata,melindungi harkat dan martabat
setiap warga negara.

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan d&mologi, khususnya
teknologi informasi, telah memberikan andil yandkuqu besar terhadap meningkatnya
pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan poingmmgfsemakin berkembang luas di
tengah masyarakat, serta memberikan pengaruh derbkdap moral dan kepribadian
luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidd@antatanan sosial masyarakat
Indonesia.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonedehtmengisyaratkan melalui
Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang adanyeamman yang serius terhadap
persatuan dan kesatuan bangsa dan terjadinya kenamndlalam pelaksanaan etika
kehidupan berbangsa, yang salah satunya disebaid&anmeningkatnya prostitusi dan
media pornografi, sehingga diperlukan upaya sunggmgguh untuk mendorong
revitalisasi khazanah etika dan moral yang adebeasemi dalam masyarakat.

Pengaturan pornografi yang terdapat dalam peratpemandang-undangan yang
ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K}JHMdang-Undang Nomor 32
Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nontbr Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 43 Tah@®9 tentang Pers, dirasa
kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukasyanakat sehingga harus dibuat
undang-undang baru yang secara khusus mengatangembrnografi.

Pengaturan pornografi berasaskan kepada Ketuhanang YMaha Esa,
penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanuslkebhinnekaan, kepastian
hukum, antidiskriminatif, dan perlindungan terhadegarga negara, yang berarti bahwa
ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini:

1. menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumhmxda ajaran agama yang terdapat
dalam kitab suci;

2. menghormati dan tidak bertentangan dengan nilai-bilidaya dan adat istiadat yang
berlaku dan berkembang dalam masyarakat Indonasmmajemuk;

3. memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya terdatagan dan larangan yang harus
dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentjgkaa hukuman bagi siapa saja
yang melanggarnya; dan

4. melindungi setiap warga negara, khususnya anakgdaerasi muda dari pengaruh
buruk dan korban pornografi.

Pengaturan yang dianut dalam Undang-Undang inipuigltiga hal, yaitu (1)1



NASKAH RUU Il Hotel Sofyan, 23-07-082

melarang pembuatan, penyebarluasan, dan penggumaaagrafi terhadap pornografi

tertentu yang bersifat publik; dan (2) mengaturadalarti menetapkan syarat-syarat
pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornsghaiih yang dilarang, dan (3)

menetapkan tata cara pembuatan, penyebarluasanpetgygunaan untuk pribadi atau
keperluan khusus, seperti pendidikan dan ilmu praihgen, pengobatan, pertunjukan seni
dan budaya, serta untuk keperluan acara keagamaan.

Terhadap pornografi yang dilarang, Undang-Undanguga telah menetapkan
secara tegas tentang bentuk hukuman yang disesudésgan tingkat kesalahan yang
dilakukan, yakni berat, sedang, ringan, dan merk@erpemberatan terhadap perbuatan
pidana yang melibatkan anak. Di samping itu penmberpiga diberikan terhadap pelaku
tindak pidana yang dilakukan secara korporasi ddlamtuk melipatgandakan hukuman
pokok serta pemberian hukuman tambahan.

Untuk memberikan perlindungan terhadap korban ppafp Undang-Undang ini
mewajibkan kepada semua komponen masyarakat untekbarikan pembinaan,
pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik, mi@ntal bagi setiap anak yang
menjadi korban atau pelaku pornografi yang akatud@dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Undang-Undangrigrarnografi diatur secara
komprehensif, jelas, dan tegas dalam rangkaupelkan dan memelihara tatanan
kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, pebasian luhur, dan menjunjung
tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sereenghormati harkat dan martabat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengunduh” adalah yang dikeéeagan istilah
“down load”.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "persenggamaan yang menyithpantara
lain: persenggamaan atau aktivitas seksual laidleyggan mayat dan
binatang, oral seks, anal seks, lesbian, homoskksua

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan ’“kekerasan seksual’” antaran la
persenggamaan yang didahului dengan tindakan ls®e(@enganiayaan)
atau mencabuli dengan paksaan, pemerkosaan.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangamhasuk
menampakkan payudara, puting, dan/atau pantat digdko

Huruf f

Cukup jelas
12
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Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangamhasuk
menampakkan payudara, puting, dan/atau pantat digdko

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9

Yang dimaksud dengan “eksploitasi seksual” adaladakan pemanfaatan atau
penonjolan daya tarik seksual.

Pasal 10
Yang dimaksud “dengan membiarkan” adalah tidak rggngkan kewenangan atau
kekuasaannya untuk mencegah perbuatan dalam memkproanendistribusi dan
menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "di tempat dan dengan carsukhumisalnya penempatan
yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau eeagan yang tidak
menampilkan atau menggambarkan pornografi.

Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas

Yang dimaksud dengan “pembuatan” termasuk mempsgduknembuat,
memperbanyak, atau menggandakan.

Yang dimaksud dengan "penyebarluasan” termasuk ebamlyaskan, menyiarkan,
mengunduh  mengimpor, mengekspor, menawarkan, = memperjuallrelika
menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan.

Yang dimaksud dengan "penggunaan” termasuk mempadean,
mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau mepgm
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Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “pembuatan" termasuk mempsagduknembuat,
memperbanyak, atau menggandakan.

Yang dimaksud dengan "penyebarluasan” termasuk ebaniyaskan, menyiarkan,
mengunduh  mengimpor, mengekspor, menawarkan, = memperjuallmelika
menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan.

Yang dimaksud dengan "penggunaan”  termasuk = mempgaden,
mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau mepgm
Pasal 15
Huruf a

Yang dimaksud dengan “"pemblokiran pornografi melaioternet” adalah
pemblokiran barang pornografi atau penyediaangasaografi.
Huruf b

Cukup jelas
Huruf c

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “"pemblokiran pornografi melailoternet” adalah
pemblokiran barang pornografi atau penyediaangasaografi.

Huruf b

Cukup jelas
Huruf c

Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
P 14



Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas
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TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR .......
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